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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 

 
TAIII'N 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH

PROVINSI RIAU

Menimbang

Mengingat

b.

a.

c.

I.

2.

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Non
PNS pada Badan Layanan Umum di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau, dipandang perlu mengangkat
Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum dengan
kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi khusus;

baiwa uatuk melaksanakan pengangkatan Pegawai Non
PNS perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai pedoman
dalam proses pengangkatan Pegawai Non PNS Badan
Layanan Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hullf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur te4tang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Badal Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau {l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomo. 75) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undalg Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 100, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495):

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3503);

3.
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
" i"-".1'"tuft". Dae rah (Lembaran Negara Republik

i.raot't""i. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan- Lembaran

N"n.r. No-o. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa-tafi 
t"ra*n;r dengan Undang-Undang Nomor 9 -fahun

2015 tenrang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Nomor 23 T"ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

{Lemba.an Neeara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor

ia. r^-o.h-; Lemtaran \egara Republik lndonesia

Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kcsehafan llembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republrk

lndonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang

Keperaivatan (Limbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Oi+ Nomor do7, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenasa Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesta

tahun tSgO Nomor 49 Tambahan Lembal'an Negara

Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Il'embaran
Negira Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Taibahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layan Umum (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 171);

10. Peratural Menteri Daiam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

Tentang Pe<loman Teknis Pengeloiaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Menetapkan PEDOMAN
NEGERI SIPIL

RUMAH SAKIT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Provinsi Riau

2. Gubernur adalah Gubernur Riau'

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau'

5. Badan Kepegawaian Daerah seianjutnya .disingkat BKD

adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau'

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
- 

,qf1*"a, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

;;ifi; ahmad, pumah sakit umum Daerah Petala Bumi'

dan Rumah sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau'

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD ad;lah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerlntah

Daerah yang dibe;tuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat bempa penyediaan- dan atau Jasa yang

dijual ranpa mengulamakan mencari keuntungan' dalam

*.lukrkun kegiaiannya didasarkan pada prinsif eltsien

dan produktilitas.

9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum

Da"rah Arifir't Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala

Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau'

10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan

Pengawas ^d.inh 
ott,-tg yang bertugas melakukan

p"t1g.*us"It terhadap pengelolaan BLUD'

11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang selanjutnya

dis-"ingkat Pegawai Non PNS BLUD adalah pegawai yang

diang-kat b"idasarkan perjanjian kerja guna membanlu
melaksanakan lugas tugas pada Rumab Sakif di

Pemelintah Provinsi Riau dan diberikan penghasilan'

12. Formasi Pegawai Non PNS BLUD adalah kebutuhan
untuk menJukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di
Pemerintah Provinsi Riau.

13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu yang diberika:r oleh

Pemimpin BLUD setelah Pegawai Non PNS . BLUD yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara

terus menerus

1 4 . Honorarium adalah upah atau besaran biaya yang diterima
oleh Pegawai Non PNS BLUD atas jasa dan kinerja yang

diberikan kepada Rumah Sakit yang besarannya sesual

kemampuan atau pendapatan Rumah Sakil- minimal
sesuai sLandar biaya dilingkungan Pemenntah Provlnsl
Riau.

-3'



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAII

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur
pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD di Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendapatkan
Pegawai Non PNS BLUD yang profesional, jujur,
bertalggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai
dengan tugas/j abatan.

BAB III
TATIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 4

(1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD
mempeitimbangkarr:
a. jenis darl sifat pelayanan yang diberikan;
b- kemampuan pendapata,n operasional;
c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
d. uraian dan peta jabatan.

(2) Formasi kebutuhan sebagaimana dima-ksud pada ayat (1)

diusulkan oleh Pemimpin BLUD dengan rekomendasi dari
Dewan Pengawas ke BKD dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 5

(1) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD ditetapkan
berdasarkan kompetensi dalr kebutuhan praktek bisnis
yang sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
nemiLiki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh
pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya.

Kebutuhal praktek bisnis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) merupakan kepentingan BLUD
Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan
non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
yang baik.

Pengadaaa Pegawai Non PNS BLUD disesuaikan dengan
formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 alat (1).

{2)

(3)

{41
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(s)

(6)

P,engadaal Pegawai Non pNS BLUD sebagaimana

-dimaksud 
pada ayat itI djtaksanakan oleh Rumir Sakit

dan drlaporkan kepada BKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
qgngadaan Pegawai Non pNS BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan ee-mimpin
BLUD-

Bagian Kefiga
Seleksi

pasal 6

(1) Seleksi Pegawai Non pNS BLUD dilaksanal<an oleh BLUD
Rumah Sakit berkoordinasi dengan BKD dan dilaporkan
kepada Gubemur.
Pelaksanaan seleksi sebagaimara dimaksud
dilakukan dengan uji kompetensi secara
selektif oleh Tim Seleksi.

Tim Seleksi sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) terdiri
dari. unsur 

_ 
Deraan pengawas dan- dapai melibat*an

r,emDaga protesronal.

Materi seleksi terdiri dad:
a. administrasi;
b. tes kompetensi (Test Kompetensi Dasar dan Test

Kompetensi Bidang);
c. tes kesehatan {Hasil MCU lengkap dari rumah salit
, pemerintatr sebelum mengikuti seleksil: danq. res psrt ologl.

Selajn materi seieksi sebagaimana dimaksud pada avat 14l.
dapat dirambah mareri seleksi sesuai dengan t<eUututral
dan karakteristik pelayanan di BLUD Rumai Sakit.
Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada avat l2l
diretapkan dengan Keputusan Cubemur;
PegarMai Non PNS BLUD yang memiJiki keahlian profesi
kesehatan 

_ seperti dokter/dolner gigi spesialis, subspesiajrs da-n protesi kesehatan langka jainnya untukpemenuhan keburuhan darr pengembingan petiyanan Jiruman sakrt dapat diangkaL melalui seleksi adminislrasi
dan lest keseharan sebasaimana dimaksud pada a)at {4)huruf a dart c-

BAB IV
PENGAIYGKATAN

pasal z

Pegawai Non pNS BLUD diargkat dengan Keputusan
Pemimpin BLUD.

Keputusan Pemimpin BLUD tentang pengangkatan
Pegawai Non pNS BLUD untuk jangkl *"f.d i'A;;itahun dan dapat diperpanjang apabila: -a. terdapat kekosongan lorrnasit dan/atau
b. Hasil evaluasi penilaian Kineda dinyatal<an baik:

(2\

(3)

(41

(s)

(6)

(71

pada ayat {1)
objektif dan

(1)

(2)
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(3) Pengangkatan Pegawal
dimaksud pada ayat (1)'

Non PNS BLUD sebagaimana
harus memenuhi Persyaratar;

Tamat Belajar

a. umur paling rendah 18 Tahun da:e paling tinggi-.35-' iJ"tt-""j"fl saat pengadaan dilakuka:e' umur pa-ling

i."i.rt rri Tahun dan paling tinggi 35 Tahun sgjak-:1at
pengadaan djlakukan. kecuali yar:g memiUki keahlian

orofisi kesehatan seperti dokter spesiall dan suo

!r""l"fi" arrr profesi kisehatan langka lainnya berusia
maksimal 60 tahun;

b. mengaiukan permohonan kepada Cubemur sesuai

a"nnl-i to.*u"i dun kualifikasi pendidikan yang dilamar

denga:r melamPirkan :

1. Photocopy Surat Tanda
(ST'|B)/ijazah;

2. Surat Ta.nda Registrasi (STR) bagi tenaga
profesional yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang;

3. Pas photo berwarna atau hitam putih ukural 4x 6
sebalyak 6 lembar;

4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang

dilegalisir oleh Camat atau Sekrctaris Kecamatan;

5. Photo coPY Akte Kelahimn;

6. Kartu Tanda Terdaftar sebagai Pencari Keda [Kartu
Kuning dari Disnaker) kecuali tenaga untuk yang

memiliki keahlian profesi kesehatan sepefii dokter
spesiali dan sub spesiaiis darl profesi kesehatan
langka lainnYa;

7. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter (hasil
medical check up rumah sakit pemerintah);

8. Surat Keterangan Catatall Kepolisian dal1 Surat
Keterangar Bebas Nalkoba

9. Surat Penyataan bersedia menjadi Pegawai Non
PNS BLUD dengan fomat sebagaimana tercantum
da-lam Lampiran I;

10. Surat Pernyataan ya.ng berlsi tidak menuntut
menjadi Pegawai Neged Sipil;

11. Surat Pemyataan bersedia bertugas jaga sore dan
malam; dan

12. Surat Pernyataan bersedia dituntut apabiia tidak
melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari
Pegawai Non PNS BLUD dengan format
sebagaimala tercantum dalam Lampiran II
bermaterai 6000;

c. dinyatakan lulus seleksi Administrasi, Tes Kompetensi
Dasar {TKD) dan Tes Kompetensi Bidang {TKB,) dan test
psikologi dan test kesehatan;

d. bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan
diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD membuat
Surat Perjanjian Kerja dengal format sebagaimana
tercantum da.lam L€rnpiran III bermaterai 6000;
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e. Surat Perjanjial Kerja sebagaimana dimaksud pada

huruf f dibuat setiap awal perjanjian kela'

Pasal 8

Perpanjangan pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (2j dapat
diperlimbangkan dengan mengajukan permohonan
perpanjalgan pengangkatan dengan persetujual Deware

Pengawas.

BA.B V

IIAX DAN KEWA.IIBAN

Pasal 9

tl) Setiap Pegawai Non PNS BLUD diberikan ha1< berupa:
a. honorarium sesuai dengan kemampuan daeral;
b, penghasilan lainnya;
c. cuti; dan
d. peningkatan kompetensi.

{21 Besa.rar} honorarium sebagaimala dimaksud pada ayat { 1 )

huruf a berpedoman pada standar biaya yang berlal<u di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(31 Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinal BLUD.

{4) Cuti sebagaima,na dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

a. Cuti Tahunarl, paling larna 12 idua belas) hari kefa.

b. Cuti Bersalin, paling lama 1 {satu} bulan sebelum
persalinan dan 2 {dua) bulan setelah persalinan
menurut perhitungan dokter kandungal atau bidan.

c. Cuti karena mengalami keguguran kandungan paling
Iama 1,5 {satu setengah) bulan atau sesuai dengan
surat keterangan dokter atau bidan.

d. Cuti Alasan Penting jika orangtua/mertua,
lsted/suami, anak, saudara kandung sakit keras, atau
meninggal dunia dan atau melaksanakan pemikahan
pertama paling lama 6 {enam) hari ke{a.

e. Cuti besar untuk menunaikan kewajiban agama paling
lama 60 (enam puiuh) hari kerja dan diberikan jika
yang bersangkutan telai bertugas selama 5 {lina}
tahun.

(5) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai Non PNS
BLUD berupa Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan
Teknis, Workshop, Seminar atau Simposium.

Pasal 10

Setiap Pegawai Non PNS BLUD mempunyai kewajiban:
a. setia dan taat pada Palcasila, Unda:rg-undalg Dasar 1945,

Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Pemerintah;
b. mengutarnal<an kepentingan Negai'a diatas kepentingan

golongan atau diri sendiri;



d.

J.

l.

f.

e.

c. menjunjung tinggi kehorrnatan, martabat Nesara dan
Pemerintatr;

*9ty.-"lp1l rahasia negara darr rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya;

memperhatikan dai melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang langsung menyangkut tugas
kedinasalya maupun yang berlaku secara umum;
melaksanakan tugas kedinasal dengal sebaik-baiknya
dengal penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
bekela dengan jujur, tertib, disiplin, beretika, cermat,
bertanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan
Negara;

mentaati ketentuan jam kega yarlg ditetapkan;
menciptakan dan memeiihara suasana kerja yang baik
dilingkungan ke{ianya;
menggunal<an dan memelihara barang-barang milik
Negara/Daerah dengan sebaik-baila:ya;
pStutl dan taat pada perintah tugas yang diberikan
plmpnan/ ahsan;
m€nandatangani Pakta Integritas Rumah Sakit yalg
diketahui oleh Pemimpin BLUD; dan

m. m€nandatangani surat perjanjian ke{a professionat yarg
diketahui oleh Pemimpin BLUD.

Pasal l1
Setiap Pegawai Non PNS BLUD dilarang:
a- melakukan hal-ha1 yang dapat menurunkan kehorynatan

atau martabat negara;

b. menyalahgunakar wewenangnya dan melakukan tindak
pidana;

c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat_surat
berharga milik NegatafDaerah secara tidak sah;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, men],ewakan
atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surar_
surat berharga milik negara secara tidak sah;

e. melal<ukan kegiatan secara sendiri maupun bersama dengan
atasan, reman sejawat, arau orang lain didalam atau diluarIingkllg-- kerjarya dengal tujuan untuk keunrungal
pnoadr. gotongan. atau pihak lain. yang secara langsung
atau lidak langsung merugikarr negara;

I menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja
dari-siapapun juga yang diketahui atau patut didugabahia
pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutar.r
dengan jabatan pegawai Non pNS BLUD yang bersangiutan;

g. memasuki tempat-tempat yang rnencemarkal kehormatan
atau martabat pegawai Non pNS BLUD, kecuali untuk
kepentingan dinas;

h.

i.
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h.

l.

membocorkan atau memanfa'atkan rahasia Negara.yang

;'il;; ;;;"". kedudukan jabaran untuk kepentrnsalr

pribadi. golongan araupun pihak lain:

bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan

"ntuf. 
mendapaikan pekerjaan atau peranarl oarl

kantor/ instansi Pemerintah;

i. melakukan pungutan tidak sah dalam
' Jur"* melaksanakatt tugasnya untuk

golongan atau Pihak lain; dan/atau

bentuk apapun Juga
kepentingan Pribadi,

k. melanggar etika ptofesi dan melakukal hal-hal yang

bermoral.

tidak

(2)

(3)

(1)

BAB VI

PENILAIAN

Pasal 12

Pemimpin BLUD wajib memberikan Penilaian Prestasi KerJa

."."ra "Ua*^f 
" seriap 6 lenam bulan) atas prestasi ker';a

masing-masing Pegawai Non PNS BLUD'

Pemimpin BLUD dapat mendelegasikaan secara berJenjang

kepada pejabal Adminjstator/ Pengawas/ I'ungsronal

Jif,"*J"v"'."ttk melaksanakan penilaian Prestasi Kerla

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana-dimaksud
p;J; ;y"i (1) diaiur lebih lanjut dengan Keputusan

Pemimpin BLUD .

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Pegawai Non PNS BLUD diberhentikan apabila:

a. masa berlaku perjanjian keda telah berakhir dan tidak

diperPanj ang lagi;

b. mencapai batas usia maksimum 56 (lima puluh enarn)- 
Ltt.,",' f."",',"fi untuk dokter spesialis dan sub spesialis

maksimal 70 (tujuh Puluh) tahun;

c. mengajukan permohonan pengunduran diri;

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat;

e. meninggaL dunia;

f. tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga)- 
Lti^tt y""g dinyatakan dengan surat keterangan sakit
dari dokter Pemerintah; atau

e. tidak melaksanakan tugas selama 46 {empat puluh enam)
' ha.i kerja secara kumulatif sampai dengan akhir tahun

berjalaritanpa mendapat izin dari pemimpin BLUD'

l2l Pega$di Non PNS BLUD yang mengundurkan diri a-ta.u

diberhenrikan sebelum habis masa kontrak ker-a apabrla

-9-



formasi tersebut masih dibutuhkan dapat ditetapkan
j;;;;;;- -.[n 

Pemimpin BLUD setelah mendapatkan

perietu.luan dewan pengawas BLUD'

(1)

BAB VIII
SANKSI

Pasal 14

Pepawai Non PNS BLUD yang iidak melaksanakar-I

keivaiiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1U dan udaK

rnfnJina.lttun 
" rarangan sebagaimana dimaksud dalam

pa*a] t t, merupakan pelanggaran disiplin dan^ akan

iiua.U" pemeriksaan/evaluasi oleh Pemimpin BLUD atau

;;]J; ;""s ditunjuk untuk selaijutnva dikenakan

hukuman disiPlin.

Pemeriksaan/evaluasi pelanggaran disiplin sebagaimana

di;;k";J pada ayat {i dituangkan dalam bentuk Berita

Acara Pemeriksaan (BAP);

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menurut tingkat dan jenis terdiri dari :

a. ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan

tidak puas.
b. sedang, berupa penghentian pembayaran hotol{ltt--,^
l- b..at,-ire.npa pimberhentian sebagai Pegawai Non PNS

BLUD.

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada

.,r"i (1) di""",-,,.ikal dengan tingkat pelanggaran yang

dilakulan Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan'

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan

Gulbernur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit

(2)

(3)

(4)

(s)

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pegawai Non PNS BLUD yang telah dan masih melaksanakan

tulas di lingkungan rumah sakit dengan masa pengabdian

puiing t ura.t-g satu tahun atau lebih dapat diangkat k€mbali
sebag"ai Pegaiai Non PNS BLUD disesuaikan dengan formasi
kebutuhan.



BAB XI
KEfEiiTUAI{ PEi{UTUF

Pasa'7 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peratulan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2Ao7 @rrtalrg

Pengangkatan Tenaga Kontrak Kesehatan pada Rumah

Sakii U"mum Daerah Arifrn Achmad Provinsi Riau (Bertia

Daerah Provinsi Riau Tahun 2O07 Nomor 18);

b. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014 tentartg
Penambahan Pengangkatarr 'T€naga Kontrak pa<ia Rumah

Sakit Umum Da;aff Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita

Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 49);

c. Peraturan Gubefllur Riau Nomor i4 Tahun 20i2 teniang
Pedomal dan Tata Cara Kontrak pada Rumah Sakit Umum

Daerah Petala Bumi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi
Riau Tahun 20 1 2 Nomor 1 4) ; dan

d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 \ah.un 2OI4 terftartg
Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Talun
2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Kontrat pada

Rumah Sakii Umum Daeralr Petala Bumi Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangai Pe.aturan Gube.nur ini dengal penempat€nnya

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tafrggal

G

i H. aRSYADJULIANDI RACHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2O1N NOMOR 

UBERNUR RIAU

Pekanbaru

r1-
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Narna

NIPfK

Tempat/Tangga.lLahir :

Pendidiksn :

Dengan ini menyatakar bahwa :

1. Bersedia dar sanggup lrt€njadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum

;;rJ n.rmarr 3"ar<it PemerintJ (RSUD Ariflrt Achmad. RSUD Petala Bumi' RSJ

Talnpan) Provinsi Riau untuk masa kontrah l {satu} tahun ;

Z. g.r;aia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah

Prol.insi Riau cq. Dkektu! Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifirl Achaad' RSUD Petala

Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau ;

a. iia* *utl *e""niut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peratxrarr Gubernur dan

alam p"{anjinrt kerja baik seiama pel&sanaal.pela{ian-kerja mauprm setelah selesai

bertugis sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipjl B€dan Layanarl Umum Daerah

n"r"ih srf.it !"-";1ttut (RSUD Adfin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tanlpal))

Proyinsi Riau:
4. Bersedia da4 sa:tggup melaksa.aakal sepeauhnya peraturan perunctang-unoangan yang

mengatur tentaa!-Pigawai Nol Pegawai Negeri Sipil Badan Layarran Umum Daerah

numltr Satit peinefntah {RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan)

Provinsi Riau;
5. Bersedia di iempatkan di unit mana saja di Rumah Sakit Pemerintah {RSUD Arifin

Achmad, RSUD Peta.la Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang ditentukan oleh Dkektur'
6. Bersedia dan sanggup melaLsanakan tugas jaga sore dan ma.lam'
7. Bersedia difl'',tuiiplbita tida.k metaporkan pengundura.rr diri atau berhenti dari Pegawai

Non PNS BLUD Rumal Satit Pemerintan (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ

Tamparl) Provinsi Riau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari
Dihak marrapun dan dalam keadaan sehat serta sadai a-kan akibat hukrmnya

T,AMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 
TANGGAL : 

'

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEN''ADI PEGAWAI NON PDGAWAI NEGPRI SIPIL

BADAN LAYAS{AI{- UMUM DADRAII RUMAII SAIST FEMDRIIT-TATI (RSUD ARIFN

ACHMAD' RSUD PITA'A BUMI' R$' TAMPAN) PROVINSI RIAU

Yang bertanda Latgan di bawah ini :

Pekanbaru,
Yang Membuat Pernyataai

INAMA)
{NIPTKI

GUBERNUR RIAU.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : t
TANGGAL : ,

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITUNTUT APABILA TIDAX MELEPORKAN PENGUIITDI'RAN

DIRI ATAU BERHENTI DARI PEGAITTAI NON PEGAqIAI NEGERI SIPD

Yang bedanda langan di bawah irJ :

Nama

NIPIK
Tempat/Tanggal Lahir

Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia dituntut apabila tidak melaporkar pengunduran

diii atau berhenti dari Pegawai Non PNS BLUD Rumah sakit Pemerintah (RSUD Arifir

Achmad, RSUD Petala Burni, RSJ Tarnpan) Provinsi Riau'

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengar sebenar$y€ tanp-a unsur paksaa-n dari pihak

tarrapr]rt dan aafa- keadaa.n sehat serta sadar akan akibat hukwrraya'

Peka4baru,
Ya.rrg Membuat Pernyataarl

Ii{AMA}
(NrPfK.)

GUBERflUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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TANGGAL : ,

SURAT PERJANJIAN

NOMOR: . ... .. .. .'

PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAII RUMAII

SAITIT PEMERINTAII (RSUD ARIff!{ ACIIMAD, RSIID PETALA BUMI, RSJ TAMPANI

iiovlwsr nrnu psNGAN ppclwAr NoN PEGAwAI NEGERI SIPIL BADAI{ LAYANAN

I'MUM DA.ERATI (RSI'D AAIFIN ACHMAD' RSUD PETAI,A BUMI' RSJ TAMPANI
PROVI SI RIAU

Pada hari ini ......... Tanggal Bula.n Tahun .' '

bertempal di Pekanbaru, kami yang bertandatangai di bawah ini :

LAMPIMN III : PEMTURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 

'

1. Narna
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan

Bertindal< atas nama Pemefintah Pfovi4si Riau dan dalam surat perjanjian keda ini
disebut sebagai PIHAK PERTAIUA;

2. Nalna
NIPIK
Tempat/Taiggal Lalir
Pendidikan

Dalam hal ini bertirrdak uniuk dan atas nama diri sendiri dalam surat perjanjian kerja ini
disebut sebagai PIIIAK KEDUA;

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2018, tangga-l

- . . . . . . . . . . . . . . . . . .l . . . ietttang Pedomatr Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
LayaraIl Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah {RSUD Ariin Achmad, RSUD Petala

B;mi, RSJ Tarnpall) Provinsi Riau, dengarr ini PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KTDUA
sepakat untuk mengadakaa perjanjian keia de$gan ketentuan sebagai berikut:

Pasa] I

PIIIAK PERTAMA menugaskaa PIIIAK KEDUA dan PISAK KEDUA menerima
penugasan PIIIAK PERTAMA, sebagai Pegawaj Non Pegawai Negeri Sipil Badar Layanan
iJmum Daerah Rumah Sakit Pemerintai {RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ

Tampan) Provinsi Riau, dengall masa kontrak kerja 1 isatu) tahun;

Pasal 2

PIHAK IiEDUA, Menerima perugasar sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layar.ran Umum Daerah Rumah Saf<it Pemerintah {RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala
Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dan akalr
dilaksa4akan dengan sebaik-baikrya sesuai tugas pokok darl fungsinya pada Rumah
Sakit Pemerintah (RSUD Ar i{in Achmad, RSUD Petala BuEti, RSJ Tampanl Provinsi Riau;

Pasal 3

PIIIAK KEDUA, akan menerima hak dari PIIAK PERTAMA, berupa :

(1) Honor Pokok sebesai Rp. ,- ( ......' .. - .-... .. '. '. .. .. ... . . .) ;

(2) Cuti, Sebagaimara diatur dalarn Peraturan Gubemur Riau Nomor Tahun 2018,
taiggal ...,..,................. tentang Pedoman Pengalgkatal Pegawai Non Pegawai Negeri
SiDil Badan Lavanan Umum Daerah Rumah Sal<it Peme.inta]1 Provinsi Riau
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Pasa.l 4

PIIIAKPERTAMAdarrPIHAKKEDUAsepakatuntukmemenuhisegalaketentuanyang
e-;;- il; p"rat rran Gubernur Riau Nomor Tahun 2018' tentarg

i"a"*""-p""g"]-tgLatafl Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badal Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Pemeri4tah Provinsi Riau;

Pasal 5

(1) PII{AK PERTAMA dapat menugaska! atau mengakhiii masa konhak kerja
'-'""-U.e.i-urr^ dimal<sud pasal 1 secaia sepihak apab a P.IHAK KEDUA tidak

melahsanaka! kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana diatur dalam

;;;;; cuue.nui Riau Nomor . .' - Tahun 2018 tentarg Pedoman
-p"neurlgL.trtt 

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah

numafr Satrir Pemerintah Provinsi Riau :

(2) PIHAK PERTAMA dapat mempe4)anjang masa kontrak kerja PIHAK KTDUA untuk
'-' tfn. t".il'r.'t wa, apabila plrrirx po-ntelra masih membutuhkannya detlgan

teteotuan hasil evaluisi kerja PIHAX KEDUA bernilai baik ;

l3l Aoabila masa kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 berakhir' PEIAK KEDUA
' 

tiia.k men untu t dalam ben {uk apapu n kepada pihaj< pertama i
l4l ;iHAK KEDUA sampa-i dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimana
' ' ;;-J:t;;;J 5 avaL 1 dap"at mengahhiri rnasa konttak dengan pemberirahuan

a.-"i"um Jui.f" r..pada PIHAI( PERTAMA 3 bulan sebelum masa kontrak berakhir;

Pasa.l 6

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai- pelaksalaan perjanjian kerja aka:r
' 

diselesaikan secda musyawarah oleh kedua belah pihak ;

l2l Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal 6 Ayat 1 tidak tercapai maka akar1
'-' ;-i;;"-";;a;;"talui upavi hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di

rMilayah hukum Pekanbaru.

Demikian Surat Perja-njian Keda iaf dibuat darr ditattda tangani pada hari dal1

tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua, 1 (:1t"),9:9T9]A untuk PfiIAK PDRTAMA

a".riL t".tout"..i, darl 1 (satu) exemplar untuk PIIIAK KEDUA tanpa materai'

PIIIAK PERTAMA,
Diiektur ................

Pemerintah Provinsi Riau

PIHAK BEDUA

(NAMAI
(NIPTK.)

(NA"IrA)
( Pangkai )
(NrP.)

G'UBERI{UR RIAU,

ARSYADJULIANDI RACHMANH.
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